BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR: uuq/m/ te-Le /IV/2022

TENTANG
TIM AUDIT KASUS STUNTING
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Menimbang : a.bahwa percepatan penurunan stunting
dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan
prioritas rencana aksi nasional percepatan
penurunan stunting, salah satu kegiatan
prioritas yaitu audit kasus stunting;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a,untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2)
huruf e Peraturan Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional Nomor 12
Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional
Percepatan Penurunan Stunting Indonesia
Tahun 2021-2024, dimana salah satu
kegiatan prioritas rencana aksi percepatan
penurunan stunting adalah audit kasus
stunting;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b
diatas maka, perlu menetapkan Keputusan
Bupati Lima Puluh Kota Tentang Tim Audit
Kasus Stunting Kabupaten Lima Puluh Kota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956
Tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi
Sumatera Barat Tengah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
251):

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional(Lembaran Negara Republik
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10.

11.

12,

13.

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007
Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009
Tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5S080);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6537);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (TPB)
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021
Tentang Percepatan Penurunan Stunting
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 172;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3
Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat (Berita ~Negara = Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23
Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 967);

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional Nomor 12
Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional
Percepatan Penurunan Angka Stunting
Indonesia Tahun 2021-2024;
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14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2005-2025  (Lembaran Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011
Nomor 10;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang
Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018
Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah

Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021
Nomor 3);

18. Peraturan DaerahKabupaten Lima Puluh
Kota Nomor 5 Tahun 202 1Tentang Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021
Nomor 5);

19. Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh
Kota Nomor 93 Tahun 2021 Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun  Anggaran 2022
(BeritaDaerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021 Nomor 93).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Audit Kasus Stunting
Kabupaten Lima Puluh Kota dengan susunan
keanggotaan dan tugas tertuang dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ¢ Tim Audit Kasus Stunting sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU melaporkan
pelaksanaan tugasnya kepada Tim Percepatan
Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten, TPPS
Provinsi Sumatera Barat dan Perwakilan
BKKBN Provinsi Sumatera Barat secara berkala.
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KETIGA

KEEMPAT

Pembiayaan yang ditimbulkan akibat
ditetapkan keputusan ini dibebankan pada
anggaran pendapatan dan belanja daerah
(APBD) kabupaten lima puluh kota dan sumber
dana lainnya yang sah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak
pg@é}'.xangg;m; |3 April 2022
BUPATI LIMA’PULUH KOTA
(R <’1_.-"'|3’f‘ s
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 444 /|23 /@gf—_l&/_tg/@ﬂ

TANGGAL : (3 APRIL 2022

TENTANG : TIM AUDIT KASUS STUNTING KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS
TIM AUDIT KASUS STUNTING
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

STRUKTUR
NO | KEANGGOTAAN RINCIAN TUGAS L2l 1Y)
TIM LEMBAGA
1. |Penanggung Menjamin Bupati Lima Puluh
jawab terlaksananya audit | Kota

kasus stunting dan
rencana tindak
lanjutnya.

2. [Ketua Mengoordinasikan dan | Kepala Dinas
memastikan Pengendalian
pelaksanaan audit Penduduk dan
kasus stunting Keluarga Berencana
berjalan dan Pemberdayaan
lancar sesuai dengan | Perempuan dan
tujuan, pedoman dan | Perlindungan Anak
target waktu yang telah| Kabupaten Lima
ditetapkan. Puluh Kota

3. [Wakil Ketua Mengoordinasikan dan | Kepala Dinas
Memastikan Kesehatan Kabupaten
pelaksanaan audit Lima Puluh Kota
kasus stunting dengan
para pihak terkait
seperti RS Jejaring,

RSUD, Puskesmas,
Posyandu, Poskesdes,
Polindes, Klinik dan
lain-lain

4. | Tim Teknis a. Melakukan Kepa]a Puskesmas,

ersiapan :
gelaksr'z‘maan audit dtol.cter/ bidan/tenaga
kasus stunting, | &izi Puskemas;
antara laink Direktur RSUD
menyusun onse Wi
SK Tbirr‘ill Audit KasuIs) Ahrfléd D 5
Stunting dan | Suliki,kepalaRuang
menyusun jadwal | rekam medis, Camat,
pelaksanaan. PKB/PLKB,
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b. Melaksanakan Tim Pendamping

dan Keluarga (TPK), Kader
mengoordinasikan posyandu, Perangkat
audit kasus | Daerah Dinas

stunting khususnya | Pengendalian
dengan tim pakar.| Penduduk dan

Dalam hal initim Keluarga Berencana
teknis melakukan | dan Pemberdayaan
antaralain: Perempuan dan

1).penyiapan data | Perlindungan Anak
dan informasi yang | dan Dinas Kesehatan
dibutuhkan untuk
pelaksanaan audit;

2).telekonsultasi
untuk pencegahan
dan penanganan
kasus yang dapat
ditindaklanjuti oleh
tim teknis;

3).melakukan
kunjungan
lapangan untuk
konfirmasi,
koordinasi dan
verifikasi terhadap
kelompok sasaran
audit secara
selektif; dan

4).penyusunan
laporan
pelaksanaan audit |
kasus stunting
secara berkala.

c. Melaksanakan
pemantauan
dan evaluasi
rencana tindak
lanjut.

Tim Pakar a. Melaksanakan Dokter Spesialis
kajian kasus yang Anak (Sp.A), Dokter
dituangkan ke | Spesialis Obstetri
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dalam kertas kerja
audit;

. Memberikan
layanan
telekonsultasi

serta  memberikan
rekomendasi atas
kasus yang diaudit;

. Melakukan

kunjungan
lapangan
konfirmasi,
koordinasi dan
verifikasi agar dapat
melakukan
penilaian
kelompok  sasaran
audit (jiika
diperlukan dan
memungkinkan);

. Mendiseminasikan
hasil audit kasus
stunting; dan

. Melaksanakan
pemantauan dan
evaluasi rencana
tindak lanjut.

untuk

langsung

dan Ginekologi
(Sp.OG) di RSUD
Ahmad Darwis
Suliki, Psikolog
P2TP2A dan Ahli Gizi
di Dinas Kesehatan
Kabupaten Lima
Puluh Kota.

Ditétapkan

di Sarilamak
2% April 2022
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